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Abstract: The representation of women in political leadership in Indonesia remains relatively limited, particularly
in executive positions at the regional level. This condition reflects structural, cultural, and symbolic barriers that
influence women's participation in politics. The election of Sherly Tjoanda as the Governor of North Maluku in
the 2024 regional election provides an important case for examining how female leadership is represented in the
digital media space. This study aims to analyze how online media frame Sherly Tjoanda’s leadership and how
gender narratives are constructed within digital political communication. This research employs a descriptive
qualitative method with a case study approach and uses Robert M. Entman’s framing theory as the analytical
framework, which includes define problems, diagnose causes, make moral judgement, and treatment
recommendation. The research data were obtained from online media coverage and the dynamics of digital
discussions throughout 2024. The findings show that media coverage does not merely convey information about
Sherly Tjoanda’s political activities but also constructs layered narratives that combine the image of inspirational
female leadership with expectations that remain influenced by gender stereotypes. Digital media, on one hand,
provides opportunities for female politicians to build their political image, while on the other hand it can also
become a space where gender bias is reproduced within public discourse. This study highlights the important role
of media framing in shaping public perceptions of women'’s political leadership in Indonesia’s digital political
landscape.

Keywords: Digital Politics; Framing Analysis; Gender Representation; Political Communication; Women
Leadership.

Abstrak: Representasi perempuan dalam kepemimpinan politik di Indonesia masih relatif terbatas, terutama pada
posisi eksekutif di tingkat daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hambatan struktural, kultural, dan
simbolik yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam politik. Terpilihnya Sherly Tjoanda sebagai Gubernur
Maluku Utara pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 menjadi kasus penting untuk melihat bagaimana
kepemimpinan perempuan direpresentasikan dalam ruang media digital. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis bagaimana media online membingkai kepemimpinan Sherly Tjoanda serta bagaimana narasi gender
dikonstruksikan dalam komunikasi politik digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif
pendekatan studi kasus serta teori framing Robert M. Entman sebagai pisau analisis yang meliputi define
problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation. Data penelitian diperoleh dari
pemberitaan media online serta dinamika percakapan digital sepanjang tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pemberitaan media tidak hanya menyampaikan informasi mengenai aktivitas politik Sherly Tjoanda, tetapi
juga membangun narasi yang berlapis antara citra kepemimpinan perempuan yang inspiratif dengan ekspektasi
yang masih dipengaruhi stereotip gender. Media digital di satu sisi membuka ruang bagi perempuan politisi untuk
membangun citra politiknya, namun di sisi lain juga menjadi arena reproduksi bias gender dalam diskursus publik.
Penelitian ini menegaskan pentingnya peran framing media dalam membentuk persepsi publik terhadap
kepemimpinan perempuan dalam politik digital di Indonesia.

Kata Kunci: Framing Media; Kepemimpinan Perempuan; Komunikasi Politik; Politik Digital; Representasi
Gender.
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1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia masih terdapat masalah sistemik terkait representasi perempuan dalam
politik, terutama dalam peran kepemimpinan eksekutif. Akses perempuan ke posisi eksekutif
di tingkat regional masih sangat terbatas, meskipun telah diperkenalkan beberapa aturan
afirmasi, seperti kuota 30 persen untuk representasi perempuan di legislatif. Partisipasi politik
perempuan dibatasi oleh hambatan struktural, budaya, dan simbolis, yang semuanya tercermin
dalam kondisi ini. Dalam politik lokal, kualitas seperti ketegasan, keberanian, dan otoritas
sering kali dipandang sebagai standar kepemimpinan ideal karena dibentuk oleh nilai-nilai
yang terkait dengan maskulinitas. Para akademisi feminis menyebut ini sebagai "double bind",
di mana perempuan yang menunjukkan gaya kepemimpinan yang tegas dianggap terlalu
agresif, sementara yang tampak lembut dianggap tidak layak memimpin. Ketegangan antara
ekspektasi gender dan ekspektasi kepemimpinan ini dapat muncul ketika perempuan memasuki
arena ini (Li et al., 2021).

Secara politik dan akademis, terpilihnya Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku
Utara dalam pemilihan umum daerah tahun 2024 patut diperhatikan. Selain menjadi pemimpin
perempuan pertama di provinsi tersebut, Sherly Tjoanda juga menonjol dalam konteks
Indonesia Timur, wilayah yang sebelumnya jarang mendapat perhatian dalam studi gender dan
politik. Kemenangannya terjadi di tengah politik lokal Maluku Utara yang didominasi laki-
laki, di mana ikatan kekerabatan, dinamika kekuasaan, dan konvensi sosial semuanya
memengaruhi cara komunitas memandang dan mengevaluasi seorang pemimpin. Penampilan
Sherly Tjoanda di media digital juga telah berkembang menjadi ruang yang subur untuk
mempelajari bagaimana norma gender dipertahankan, dinegosiasikan, atau bahkan
dipertanyakan dalam diskursus publik saat ini (Kelompok et al., 2025).

Persepsi masyarakat terhadap pemimpin perempuan sangat dipengaruhi oleh media,
baik tradisional maupun digital. Selain mencerminkan kenyataan, bingkai media secara aktif
membentuk legitimasi politik. Menurut Entman (1993), media melaksanakan empat tugas
bingkai yang secara kolektif mempengaruhi pola pikir audiens: mendefinisikan isu,
mengidentifikasi penyebab, memberikan penilaian moral, dan menawarkan solusi. Media
secara halus mempertahankan hierarki gender yang menempatkan perempuan dalam posisi
subordinat dalam politik ketika meliput pemimpin perempuan daerah lebih fokus pada atribut
pribadi mereka, seperti penampilan fisik atau tanggung jawab rumah tangga, daripada rekam
jejak kebijakan mereka. Seiring waktu, akumulasi framing semacam ini dapat memengaruhi

persepsi publik bahwa kepemimpinan perempuan bersifat istimewa atau memerlukan bukti
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lebih lanjut, sehingga tidak pernah sepenuhnya setara dengan legitimasi yang secara otomatis
diberikan kepada pemimpin laki-laki (Pas, 2020).

Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter/X telah mengubah cara
tokoh publik berkomunikasi dan dipersepsikan di era digital. Dengan menghindari penyaringan
media tradisional, ruang digital memberikan kesempatan bagi politisi perempuan untuk
mengambil kendali langsung atas narasi mereka sendiri. Sherly Tjoanda sendiri menggunakan
media sosial untuk menciptakan persona politik yang menyeimbangkan legitimasi
profesionalnya dengan identitas gendernya, menampilkan pencapaian kebijakannya dan kisah
inspiratif sebagai pemimpin perempuan (Studi et al., 2025). Namun, bias tetap ada di ruang
digital. Pertanyaan mendasar tentang apakah digitalisasi secara tak terhindarkan memperluas
kesetaraan politik bagi perempuan atau apakah ruang digital justru menjadi arena baru di mana
subordinasi simbolis dipertahankan, muncul melalui cara-cara halus namun kuat di mana
stereotip gender dapat direproduksi melalui komentar publik, tagar yang sedang tren, dan pola
distribusi konten (Wahyuningtyas et al., 2025).

Saat ini, sangat sedikit studi ilmiah tentang pembingkaian gender dalam politik kota di
Indonesia. Meskipun dinamika representasi di tingkat lokal memiliki beragam keadaan sosial
dan budaya dan membutuhkan analisis khusus, sebagian besar penelitian tentang gender dan
politik lebih terkonsentrasi pada tingkat nasional atau tokoh-tokoh terkemuka di pusat
kekuasaan (Harvey, 2012). Metode pembingkaian yang terjadi dapat sangat berbeda dari media
nasional, yang relatif lebih seragam, karena media lokal, yang berfungsi sebagai sumber
informasi utama bagi masyarakat setempat, seringkali memiliki kedekatan struktural dengan
aktor politik tertentu. Namun, terlepas dari karakteristik sosial dan budaya Indonesia Timur
yang berbeda yang membentuk persepsi publik tentang representasi gender dalam politik,
penelitian tentang kepemimpinan perempuan di wilayah ini masih sangat langka. Untuk
memahami bagaimana kesenjangan representasi diciptakan dan dipertahankan di tingkat akar
rumput demokrasi Indonesia, penelitian yang secara khusus meneliti pembingkaian gender
dalam pemberitaan politik lokal sangat penting (Apriliana, 2025).

Keterbatasan kajian tersebut juga sejalan dengan kondisi empiris keterwakilan
perempuan dalam politik Indonesia yang masih relatif rendah. Data nasional menunjukkan
bahwa jumlah perempuan yang menduduki posisi politik formal masih belum seimbang
dibandingkan laki-laki, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif (Mayrudin et al., 2022).
Kondisi ini memperlihatkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan

struktural dan kultural dalam memperoleh posisi kepemimpinan politik. Hal tersebut dapat
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dilihat pada data keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia yang masih berada di bawah
angka ideal keterwakilan gender (BPS, 2025).
Tabel 1. Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen (DPR RI).

Periode Tahun Persentase Perempuan (%)
2014 - 2019 2014 17,32%
2019 - 2024 2019 20,52 &
2024 - 2029 2024 22,23%

Sumber: (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025)

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia
mengalami peningkatan secara bertahap dalam tiga periode pemilu terakhir. Pada periode 2014
- 2019 persentase perempuan di DPR RI berada pada angka 17,32 persen, kemudian meningkat
menjadi 20,52 persen pada periode 2019 - 2024, dan kembali mengalami kenaikan menjadi
22,23 persen pada periode 2024 - 2029. Meskipun menunjukkan tren peningkatan, angka
tersebut masih berada di bawah target afirmasi keterwakilan perempuan sebesar 30 persen yang
selama ini dijadikan sebagai standar minimum partisipasi politik perempuan dalam lembaga
legislatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam representasi politik
masih menjadi tantangan yang signifikan dalam sistem demokrasi Indonesia (Badan Pusat
Statistik, 2025).

Partisipasi politik merupakan hak setiap warga negara tanpa membedakan jenis
kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Pemenuhan hak politik tersebut dijamin dalam
Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Selain itu,
berbagai ketentuan dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 UUD 1945 juga menegaskan pemenuhan
hak warga negara dalam berbagai bidang kehidupan, seperti hukum, ekonomi, pendidikan,
budaya, keadilan sosial, dan agama. Meskipun secara normatif hak-hak tersebut telah diatur
dalam konstitusi, realitas sosial politik menunjukkan bahwa pemenuhan hak perempuan belum
sepenuhnya terwujud. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi politik perempuan di parlemen
Indonesia yang masih berada di bawah angka minimal 30 persen, di mana pada periode 2019-
2024 keterwakilan perempuan berada pada kisaran 21 persen. Selain itu, berbagai persoalan
lain seperti diskriminasi terhadap perempuan pekerja, kekerasan terhadap perempuan baik di
dalam maupun luar negeri, tingginya angka kematian ibu dan anak, keterbatasan akses
kesehatan, serta ketimpangan akses pendidikan juga masih menjadi masalah yang dihadapi
perempuan. Stereotip gender yang dipengaruhi oleh interpretasi agama maupun norma budaya
turut memperkuat ketidaksetaraan tersebut (Azmy, 2024).

Anne Phillips (1995) menekankan pentingnya kehadiran perempuan di ruang publik

dan politik. Menurutnya, keberadaan perempuan dalam posisi publik tidak hanya memberikan
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representasi yang lebih adil, tetapi juga dapat menjadi inspirasi dan contoh bagi perempuan
lainnya untuk terlibat dalam kehidupan politik dan sosial. Dalam kerangka demokrasi, terdapat
sejumlah nilai fundamental yang menjadi landasan kehidupan politik, seperti kebebasan
(freedom), pemenuhan hak (rights), keadilan (justice), dan kesetaraan (equality). Keempat nilai
tersebut seharusnya berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang jenis kelamin. Oleh
karena itu, akses terhadap kebebasan, hak, keadilan, dan kesetaraan perlu dijamin bagi laki-
laki maupun perempuan secara setara.

Pandangan Anne Phillips tersebut juga berkaitan erat dengan kualitas demokrasi dalam
suatu masyarakat. Semakin besar partisipasi perempuan dalam ruang publik dan politik,
semakin menunjukkan adanya kemajuan dalam praktik demokrasi yang menekankan
kesetaraan dan pemenuhan hak warga negara. Namun dalam praktiknya, perempuan sering kali
masih diposisikan sebagai objek pembangunan. Di Indonesia, kondisi tersebut dapat dilihat
sejak masa Orde Baru yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi. Pada dekade 1980-
an, perkembangan teknologi dan industrialisasi turut memengaruhi peran perempuan dalam
dunia kerja. Memasuki awal 1990-an, terjadi pergeseran pola migrasi tenaga kerja di mana
perempuan semakin banyak bekerja ke luar negeri, fenomena yang kemudian dikenal sebagai
feminisasi migrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan mulai dipandang sebagai aktor
penting dalam aktivitas ekonomi (Azmy 2024).

Meskipun demikian, berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan
masih terus terjadi di berbagai sektor kehidupan. Upaya pemerintah dalam menghadirkan
kebijakan perlindungan terhadap perempuan memang telah dilakukan, sering kali melalui
dorongan dari masyarakat sipil (civil society) (Larasati & Fernando, 2025). Namun demikian,
efektivitas implementasi kebijakan tersebut masih menjadi tantangan tersendiri. Berbagai
persoalan ketidakadilan yang dialami perempuan pada dasarnya berakar pada rendahnya
pemahaman masyarakat mengenai konsep gender dan keadilan gender. Gender sendiri
merupakan konstruksi sosial yang membentuk perbedaan peran dan ekspektasi antara laki-laki
dan perempuan, yang dapat dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, politik, maupun agama. Oleh
karena itu, pembahasan mengenai gender tidak hanya berkaitan dengan perempuan, tetapi juga
melibatkan laki-laki sebagai mitra dalam menciptakan kehidupan sosial dan politik yang lebih
adil (Arda et al., 2025).

Anne Phillips (1991) dalam kajiannya mengenai demokrasi yang berperspektif gender
menegaskan pentingnya hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam ruang
politik. Kedua kelompok tersebut perlu berada pada posisi yang setara dalam proses

pengambilan keputusan politik, tanpa adanya dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya.
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Meski demikian, upaya peningkatan partisipasi perempuan melalui kebijakan kuota, seperti
kebijakan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam politik, tetap diperlukan sebagai
langkah strategis untuk mendorong partisipasi politik perempuan sekaligus memperkuat
representasi substantif, sebagaimana dikemukakan oleh Pitkin (1967).

Namun demikian, keberadaan kebijakan afirmasi tersebut tidak secara otomatis
menjamin tercapainya kesetaraan gender dalam praktik politik. Berbagai penelitian
menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural, kultural, dan
simbolik dalam proses politik, mulai dari proses pencalonan, kampanye politik, hingga cara
mereka direpresentasikan dalam ruang publik. Dalam banyak kasus, perempuan politisi tidak
hanya dinilai berdasarkan kapasitas kepemimpinan dan program kebijakan yang mereka
tawarkan, tetapi juga sering kali dinilai melalui standar sosial yang berkaitan dengan identitas
gender mereka (Azmy et al., 2024).

Dengan ini, peran media dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap
kepemimpinan perempuan tidak dapat diabaikan. Cara media membingkai figur politik
perempuan dapat memengaruhi bagaimana publik memahami legitimasi, kapasitas, dan
otoritas kepemimpinan mereka. Oleh karena itu, analisis mengenai pembingkaian media
terhadap pemimpin perempuan menjadi penting untuk memahami bagaimana narasi tentang
kepemimpinan perempuan dikonstruksikan dalam ruang publik, terutama dalam era politik
digital yang memungkinkan interaksi antara media, politisi, dan masyarakat berlangsung secara
lebih terbuka dan dinamis (Nurshiva et al., 2026).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menutup kesenjangan ilmiah tersebut dengan
menggunakan Sherly Tjoanda sebagai topik studi kasus yang relevan dan bermanfaat. Untuk
memahami bagaimana identitas gender diciptakan dan dinegosiasikan dalam penggambaran
kepemimpinan perempuan di tingkat regional, penelitian ini mengkaji pembingkaian media
digital, taktik komunikasi politik, dan percakapan publik di media sosial dari Januari hingga
Desember 2024. Selain menambah literatur tentang gender dan politik di Indonesia, penelitian
ini memberikan sudut pandang dari Indonesia Timur, wilayah yang belum banyak mendapat
perhatian ilmiah. Selain itu, penelitian ini menantang anggapan bahwa digitalisasi pasti
menghasilkan representasi yang setara bagi perempuan dalam politik dan secara kritis mengkaji
hubungan antara media digital, penciptaan legitimasi politik, dan pelanggengan

ketidaksetaraan gender dalam demokrasi lokal Indonesia.
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2. KAJIAN TEORITIS
Teori Framing (Robert Entman, 1993)

Teori framing yang dikembangkan oleh Robert Entman (1993) mendefinisikan framing
sebagai proses seleksi dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas untuk membentuk
interpretasi publik atas suatu isu atau figur. Konsep framing dalam kajian komunikasi dan
media tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang dari berbagai pemikiran dalam ilmu
sosial. Akar awal konsep ini dapat ditelusuri dari karya Erving Goffman melalui bukunya
Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience yang diterbitkan pada tahun
1974. Goffman menjelaskan bahwa individu memahami realitas sosial melalui “‘frame” atau
kerangka interpretasi yang membantu mereka menafsirkan berbagai peristiwa dalam
kehidupan sehari-hari.

Frame tersebut berfungsi sebagai struktur kognitif yang memungkinkan seseorang
mengorganisasi pengalaman dan memberikan makna terhadap suatu kejadian. Pemikiran
Goffman kemudian berkembang dalam kajian komunikasi massa, khususnya dalam analisis
bagaimana media membentuk dan menyajikan realitas kepada publik. Salah satu tokoh yang
berperan penting dalam mengembangkan konsep ini dalam studi media adalah Robert M.
Entman. Dalam artikelnya yang berjudul Framing: Toward Clarification of a Fractured
Paradigm yang dipublikasikan pada tahun 1993, Entman memberikan definisi framing yang
lebih sistematis dalam konteks komunikasi massa.

Menurut Entman, framing adalah proses memilih beberapa aspek dari realitas yang
dipersepsikan dan menjadikannya lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi sehingga
mempromosikan definisi masalah tertentu, interpretasi kausal, evaluasi moral, serta
rekomendasi penanganan terhadap suatu isu. Dengan kata lain, media tidak hanya
menyampaikan informasi, tetapi juga mengonstruksi cara publik memahami suatu peristiwa
melalui penonjolan aspek tertentu dan pengabaian aspek lainnya. Dalam kerangka analisisnya,
Entman menjelaskan bahwa framing media biasanya mencakup empat elemen utama, yaitu:
(1) define problems atau mendefinisikan masalah, (2) diagnose causes atau mengidentifikasi
penyebab masalah, (3) make moral judgement atau memberikan penilaian moral, dan (4)
treatment recommendation atau menawarkan solusi atau rekomendasi penanganan. Keempat
elemen ini membantu peneliti menganalisis bagaimana media membingkai suatu isu sehingga
membentuk persepsi publik terhadap peristiwa tersebut.

Perkembangan teori framing kemudian banyak digunakan dalam penelitian komunikasi
politik dan media, termasuk dalam kajian mengenai representasi dan kepemimpinan

perempuan dalam pemberitaan media. Melalui pendekatan framing, peneliti dapat
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mengidentifikasi bagaimana media membangun narasi tertentu tentang tokoh politik
perempuan serta bagaimana narasi tersebut mempengaruhi cara masyarakat memahami
legitimasi dan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam ruang publik. Dalam pengertian ini,
media tidak bertindak sebagai cermin netral yang memantulkan realitas, melainkan sebagai
aktor yang secara aktif mengonstruksi makna melalui pilihan diksi, sudut pandang, dan
proporsi pemberitaan. Relevansi teori ini dalam penelitian tentang Gender, Media, dan Politik
Digital terletak pada kemampuannya membongkar cara media digital mengonstruksi
representasi Sherly Tjoanda sebagai gubernur perempuan pertama Maluku Utara; apakah
pemberitaan dan konten digital lebih menonjolkan kapasitas kepemimpinan dan rekam jejak
kebijakannya, ataukah justru mereduksi figur politiknya pada identitas gendernya semata
sebagai perempuan yang memasuki ranah yang selama ini didominasi laki-laki (Pas, 2020).

Entman mengoperasionalisasikan framing ke dalam empat elemen analitis yang dalam
penelitian ini diterapkan secara langsung pada teks-teks media digital tentang Sherly Tjoanda.
Elemen define problems digunakan untuk melihat apakah media mendefinisikan
kepemimpinannya sebagai isu gender atau isu kapasitas politik daerah. Elemen diagnose
causes menelusuri bagaimana keberhasilan maupun tantangan kepemimpinannya
diatribusikan, apakah pada faktor personal dan gender atau pada dinamika struktural politik
lokal Maluku Utara. Elemen make moral judgments mengidentifikasi apakah evaluasi media
terhadap gaya komunikasi dan keputusan kebijakannya mengandung standar ganda berbasis
gender, di mana perempuan pemimpin sering dinilai melalui kacamata yang berbeda
dibandingkan pemimpin laki-laki. Sementara itu, elemen suggest remedies mengungkap
apakah narasi digital menempatkan legitimasi kepemimpinan Sherly Tjoanda sebagai sesuatu
yang sudah sah dan setara, ataukah sebagai sesuatu yang masih perlu terus dibuktikan kepada
publik (Indiarti et al., 2025).

Perkembangan politik digital, membuat penerapan teori framing menjadi semakin
kompleks karena framing tidak hanya terjadi pada level teks jurnalistik media daring, tetapi
juga pada level komentar publik, tagar, dan pola interaksi di platform seperti Instagram,
TikTok, dan Twitter/X. Representasi Sherly Tjoanda di media online membentuk persepsi
publik yang berlapis, di mana narasi inspiratif tentang perempuan pemimpin berdampingan
dengan ekspektasi yang masih berbasis stereotip gender. Kondisi ini mencerminkan bagaimana
ruang publik digital berfungsi sebagai arena negosiasi antara reproduksi hegemoni maskulin
dalam politik lokal Maluku Utara dan kemungkinan perluasan representasi yang lebih inklusif.

Dengan demikian, teori framing Entman dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai
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alat deskriptif, tetapi juga sebagai instrumen kritis untuk menganalisis relasi antara gender,

media, dan legitimasi politik digital yang menjadi inti kajian penelitian ini (Fadhillah, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus
sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2015). Penelitian studi kasus merupakan pendekatan
kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena dalam kehidupan
nyata, terutama yang bersifat kompleks dan kontekstual. Berdasarkan prosedur pelaksanaan
studi kasus sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2014), penelitian ini diawali dari
ketertarikan dan keterlibatan peneliti terhadap fenomena representasi kepemimpinan
perempuan dalam ruang publik digital, khususnya yang berkaitan dengan terpilihnya Sherly
Tjoanda sebagai gubernur perempuan pertama Maluku Utara. Menurut Creswell (2009),
pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami permasalahan manusia atau sosial dengan
membangun gambaran yang menyeluruh dan kompleks, yang disajikan secara terperinci
berdasarkan perspektif partisipan sebagai sumber informasi. Melalui pendekatan ini, penelitian
berupaya menggambarkan secara komprehensif bagaimana framing gender dikonstruksikan
dalam pemberitaan media digital dan diskursus publik di media sosial terhadap kepemimpinan
Sherly Tjoanda selama periode Januari hingga Desember 2024.

Pendekatan kualitatif berangkat dari asumsi bahwa realitas bersifat jamak, interaktif,
serta dibentuk melalui pertukaran informasi sosial yang ditafsirkan oleh individu. Proses
penelitian dilakukan dalam latar alami dan menekankan realitas sosial yang terbentuk dari
interaksi antaraktor dalam ruang publik digital, termasuk media daring, platform media sosial,
dan pengguna yang turut memproduksi diskursus tentang kepemimpinan perempuan (Denzin
& Lincoln, 2009). Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana
identitas gender, kapasitas kepemimpinan, serta legitimasi politik dikonstruksikan dan
dinegosiasikan dalam representasi digital Sherly Tjoanda. Pendekatan kualitatif digunakan
untuk memperoleh pemahaman mendasar melalui analisis teks dan narasi yang diproduksi oleh
media dan publik digital, sehingga dapat menjelaskan bagaimana framing yang terbentuk
memengaruhi persepsi publik terhadap kepemimpinan perempuan di tingkat politik lokal.
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis representasi
kepemimpinan Sherly Tjoanda dalam media digital, dengan menjadikan pemberitaan media
daring nasional dan lokal serta konten media sosial pada akun resmi Sherly Tjoanda sebagai

situs kasus yang menggambarkan dinamika gender, media, dan politik digital di Maluku Utara.
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Konstruksi Citra Kepemimpinan dalam Pemberitaan Media Online mengenai Sherly
Tjoanda

Pemberitaan media online mengenai Sherly Tjoanda banyak muncul sejak dirinya
terlibat dalam kontestasi politik di Maluku Utara dan kemudian menjabat sebagai gubernur
pada tahun 2025. Media nasional dan media daring menyoroti perjalanan politik Sherly yang
menggantikan mendiang suaminya, Benny Laos, setelah ia meninggal dunia dalam insiden
kecelakaan kapal pada masa kampanye Pilkada 2024. Setelah menggantikan posisi tersebut,
Sherly memenangkan pemilihan gubernur dengan lebih dari 50 persen suara dan menjadi
gubernur perempuan pertama di provinsi tersebut. Media online banyak menyoroti Sherly
sebagai figur politik baru yang memiliki latar belakang pengusaha serta jaringan politik yang
kuat.

Beberapa pemberitaan menampilkan profil dirinya sebagai pemimpin daerah sekaligus
perempuan yang berhasil memenangkan kontestasi politik lokal yang kompetitif. Selain itu,
pemberitaan media juga sering mengaitkan perjalanan politik Sherly dengan upaya
melanjutkan perjuangan politik suaminya yang sebelumnya menjadi kandidat gubernur (Jurnal
soreang 2025). Selain pemberitaan media arus utama, figur Sherly juga menjadi topik
perbincangan luas di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X. Beberapa konten video
yang diunggah di Instagram dan TikTok memperlihatkan aktivitas Sherly ketika berinteraksi
dengan masyarakat atau saat melakukan kunjungan kerja.

Konten tersebut seringkali menjadi viral dan memunculkan berbagai komentar dari
warganet. Dalam salah satu unggahan Instagram yang menampilkan Sherly bersama tokoh
publik lain, video tersebut memperoleh ribuan komentar serta ratusan ribu tanda suka dari
pengguna media sosial (Batam Pos, 2025). Komentar warganet di media sosial menunjukkan
beragam respons terhadap figur Sherly. Sebagian komentar bernada positif yang menilai Sherly
sebagai pemimpin perempuan yang karismatik dan menarik perhatian publik. Misalnya
beberapa pengguna menuliskan komentar yang bersifat candaan seperti menjodohkan Sherly
dengan tokoh politik lain atau memuji penampilannya sebagai gubernur perempuan. Salah satu
komentar warganet menyebutkan, “Duda dan janda ketemu,” yang merujuk pada interaksi
Sherly dengan tokoh publik yang biasa disebut kang Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat dalam
sebuah video yang viral di media sosial (Batam Pos, 2025). Di sisi lain, terdapat pula komentar
yang bersifat kritis terhadap gaya komunikasi atau kebijakan yang ditampilkan dalam beberapa

video viral di media sosial seperti “Gaya nya princess Amber banget, centil tapi tegas”.
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Terdapat juga video ketika Sherly yang menegur seorang anak terkait kemampuan berhitung
yang kemudian memunculkan reaksi beragam dari warganet.

Video tersebut memicu perdebatan di media sosial dan mendorong Sherly untuk
memberikan klarifikasi serta permintaan maaf atas respons publik yang muncul (Instagram,
2025). Dari gambaran tersebut dapat terlihat bahwa pemberitaan mengenai Sherly tidak hanya
dibentuk oleh media online, tetapi juga oleh interaksi dan respons publik di media sosial. Media
online cenderung menyoroti perjalanan politik, profil kepemimpinan, serta aktivitas
pemerintahan yang dilakukan oleh Sherly. Sementara itu, media sosial menghadirkan ruang
yang lebih spontan bagi publik untuk memberikan komentar, dukungan, kritik, maupun
candaan terhadap figur politik tersebut. Kombinasi antara pemberitaan media online dan
respons warganet di media sosial pada akhirnya membentuk citra publik Sherly sebagai figur
politik perempuan yang cukup menonjol dalam ruang politik lokal Indonesia.

Analisis Framing Media terhadap Capaian Sherly Tjoanda

Pemberitaan media mengenai kepemimpinan Sherly Tjoanda menunjukkan
kecenderungan framing yang menyoroti capaian kebijakan pemerintah daerah sebagai
indikator keberhasilan kepemimpinan. Beberapa media menyoroti program pembebasan biaya
komite sekolah untuk SMA, SMK, dan SLB di Maluku Utara sebagai langkah untuk
memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Program ini diposisikan sebagai kebijakan
yang berpihak pada masyarakat, khususnya dalam mengurangi beban ekonomi keluarga serta
mencegah potensi putus sekolah di tingkat pendidikan menengah (Pilarmalut, 2025).

Selain itu, sejumlah pemberitaan juga menyoroti program pembangunan yang berfokus
pada peningkatan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan
pengentasan kemiskinan. Media menggambarkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya
pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperbaiki kualitas
pelayanan publik di wilayah Maluku Utara. Narasi tersebut menunjukkan bagaimana media
membingkai kepemimpinan Sherly sebagai pemimpin yang berorientasi pada pembangunan
sosial dan kesejahteraan masyarakat (Detiknews, 2025).

Di sisi lain, media juga menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang
mengalami peningkatan signifikan dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai sekitar 32,09 persen
pada triwulan Il tahun 2025 yang didorong oleh sektor industri pengolahan dan aktivitas
hilirisasi pertambangan. Informasi ini dalam pemberitaan media sering diposisikan sebagai
indikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah yang turut memperkuat citra

kepemimpinan Sherly dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional (Metropolitan, 2025).
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Media juga menyoroti langkah pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola
pemerintahan. Salah satu pemberitaan menampilkan upaya Sherly melakukan koordinasi
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan skor Monitoring
Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) sebagai indikator pencegahan korupsi di
daerah. Pemberitaan ini membingkai kepemimpinan Sherly sebagai upaya memperkuat
transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, analisis
framing digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana media membangun makna melalui
struktur pemberitaan yang muncul. Berdasarkan kerangka teori framing dari Robert M.
Entman, analisis penelitian ini kemudian dijelaskan melalui empat indikator utama, yaitu define
problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation.

a. Define problems, Pemberitaan media online menampilkan Sherly Tjoanda sebagai figur
perempuan yang mulai mendapat perhatian dalam dinamika politik daerah. Media
seperti Kompas dan Detik menyoroti berbagai aktivitas publik yang dilakukan oleh
Sherly, mulai dari keterlibatan dalam kegiatan sosial, pertemuan dengan masyarakat,
hingga partisipasinya dalam agenda politik lokal. Penekanan terhadap aktivitas tersebut
menunjukkan bahwa media tidak hanya melaporkan peristiwa secara faktual, tetapi
juga membingkai kemunculan Sherly sebagai bagian dari fenomena meningkatnya
partisipasi perempuan dalam ruang politik.

Sorotan terhadap latar belakang dan aktivitas sosialnya juga memperlihatkan
upaya media untuk menempatkan Sherly sebagai figur yang memiliki kedekatan
dengan masyarakat. Pemberitaan sering kali menonjolkan aspek kepedulian sosial,
interaksi dengan warga, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan publik. Dengan
penekanan seperti ini, media membingkai isu utama bukan sekadar tentang aktivitas
politik biasa, melainkan sebagai narasi mengenai munculnya figur perempuan yang
berpotensi mengambil peran dalam kepemimpinan politik daerah.

b. Diagnose causes, Pemberitaan media online mengaitkan kemunculan Sherly Tjoanda
dalam politik daerah dengan berbagai faktor yang membentuk citra dan popularitasnya
di ruang publik. Salah satu faktor yang sering disoroti adalah latar belakang sosial dan
jaringan yang dimiliki oleh Sherly. Media menampilkan latar belakang tersebut sebagai
salah satu modal yang memungkinkan dirinya untuk terlibat lebih aktif dalam aktivitas
politik dan sosial di tingkat daerah.

Selain faktor jaringan sosial, media juga menyoroti bagaimana eksposur media
dan aktivitas di ruang digital turut memperkuat popularitasnya. Perkembangan media

sosial seperti TikTok, Instagram, dan X memungkinkan informasi mengenai aktivitas
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Sherly tersebar lebih luas kepada masyarakat. Berbagai unggahan terkait kegiatan
sosial, interaksi dengan masyarakat, serta partisipasi dalam agenda publik menjadi
bagian dari narasi yang membentuk citra dirinya di ruang digital. Percakapan warganet
di media sosial juga menunjukkan bahwa sebagian publik menilai kemunculan Sherly
tidak hanya dipengaruhi oleh faktor politik semata, tetapi juga oleh kemampuan
membangun citra publik melalui komunikasi yang aktif dengan masyarakat. Dalam
konteks ini, media tidak hanya menggambarkan penyebab munculnya figur tersebut
dari sisi struktural politik, tetapi juga dari dinamika komunikasi publik yang
berkembang di era media digital. (Reformansyah et al., 2023).

c. Make moral judgement, media memberikan penilaian tertentu terhadap figur Sherly
melalui narasi yang dibangun dalam pemberitaan. Beberapa pemberitaan menampilkan
Sherly sebagai figur yang berupaya membangun legitimasi kepemimpinan dan
memperoleh dukungan masyarakat. Namun di sisi lain, pemberitaan juga menampilkan
berbagai respons publik yang muncul di ruang digital, baik berupa dukungan maupun
kritik terhadap tindakan atau pernyataan yang disampaikan. Dalam analisis framing,
elemen ini menunjukkan nilai moral atau penilaian yang digunakan media untuk
memperkuat sudut pandang tertentu terhadap suatu isu (Setyaningrum et al., 2024).

d. Treatment recommendation, media menampilkan berbagai harapan atau solusi yang
berkaitan dengan kepemimpinan Sherly sebagai kepala daerah. Pemberitaan sering
menyoroti pentingnya kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta
menjaga stabilitas politik daerah. Dalam model framing Entman, tahap ini berkaitan
dengan bagaimana media menekankan solusi atau langkah yang dianggap tepat untuk
menyelesaikan masalah yang diangkat dalam pemberitaan (Deha, 2021). Melalui
keempat indikator tersebut dapat dilihat bahwa media tidak hanya menyampaikan
informasi mengenai aktivitas politik Sherly, tetapi juga membingkai realitas melalui
pemilihan isu, penekanan aspek tertentu, serta cara penyajian informasi kepada publik.
Proses framing ini berpengaruh terhadap cara masyarakat memahami figur Sherly
sebagai tokoh politik di tingkat daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menganalisis representasi Sherly Tjoanda dalam media online serta
kaitannya dengan isu politik perempuan di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa media tidak hanya menyampaikan aktivitas politik Sherly Tjoanda, tetapi juga

membentuk persepsi publik mengenai kepemimpinan perempuan melalui cara penyajian isu
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dan penekanan informasi tertentu. Kemunculan Sherly Tjoanda dalam politik daerah
diposisikan sebagai bagian dari dinamika politik lokal sekaligus mencerminkan meningkatnya
partisipasi perempuan dalam ruang politik. Kehadiran figur perempuan dalam kepemimpinan
daerah menarik perhatian karena politik masih sering dipandang sebagai ruang yang
didominasi laki-laki. Media juga menampilkan identitas gender sebagai bagian dari
representasi tokoh politik perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan
masih sering dipahami melalui perspektif gender, bukan semata-mata berdasarkan kapasitas
politik dan kinerja pemerintahan. Selain itu, interaksi di ruang politik digital memperlihatkan
beragam respons publik terhadap figur Sherly Tjoanda, baik berupa dukungan maupun Kritik.
Respons tersebut menunjukkan bahwa persepsi terhadap kepemimpinan perempuan dibentuk
tidak hanya oleh media, tetapi juga oleh dinamika komunikasi publik di ruang digital. Secara
keseluruhan, media online berperan penting dalam membentuk representasi politik perempuan.
Cara media menampilkan figur Sherly Tjoanda turut mempengaruhi cara masyarakat
memahami posisi dan peran perempuan dalam kepemimpinan politik di tingkat lokal.
Berdasarkan hasil penelitian, media online diharapkan dapat menyajikan pemberitaan
politik secara lebih proporsional dengan menekankan aspek kapasitas, kinerja, dan kebijakan
yang dihasilkan oleh tokoh politik perempuan. Pemberitaan yang lebih berimbang dapat
membantu mengurangi bias gender serta memperkuat pemahaman publik bahwa perempuan
memiliki kemampuan yang setara dalam kepemimpinan politik. Bagi masyarakat, penting
untuk meningkatkan literasi media agar mampu memahami bahwa pemberitaan tidak selalu
merepresentasikan realitas secara utuh. Sikap kritis terhadap informasi yang beredar di media
digital diperlukan agar publik tidak mudah terpengaruh oleh konstruksi narasi yang terbentuk
dalam pemberitaan. Bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai representasi perempuan dalam
politik masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan. Penelitian dapat diperluas
dengan menganalisis lebih banyak media, periode waktu yang lebih panjang, atau
mengombinasikan analisis framing dengan metode lain seperti analisis wacana atau analisis

interaksi publik di media sosial.
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